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Proses Legislasi | 26 RUU Kabupaten/Kota untuk Akomodasi Dinamika Wilayah

DPR Bentuk Panja Pembahasan
26 RUU Kabhupaten/Kota

Komisi I DPR RI
sepakat membentu
panja pembahas-
an 26 RUU tentang
Kabupaten/Kota di
Provinsia Kepri, Pro-
vinsi Lampung, Pro-
vinsi Jambi, Provinsi
Riau, dan Provinsi
Sumatera Barat.

JAKARTA - Komisi 1T DPR
RI sepakat membentuk panitia
kerja (Panja) pembahasan 26
Rancangan WUndang-Undang
(RINJ} tentang Kabupaten/
Kota di Provinsi Kepulauan
Riau (Kepri), Provinsi Lam-
pung, Provinsi Jambi, Provinsi
Riau, dan Provinsi Sumatera
Barat (Sumbar).

“Sudah kita bisa putuskan
bahwa panja telah dibentuk

dan akan bekerja dalam bebe-
rapa waktu ke depan, kita bisa
setuju ya bapak/ibu sekalian?”
kata Ketua Komisi 11 DPR Rl
Ahmad Doli Kumia saat me-
mimpin rapat kerja (raker) 26
RUU Kabupaten/Kota di Kom-
pleks Parlemen, Senayan, Ja-
karta, Kamis (20/86).

Pembentwkan Panja pem-
bahasan 26 RUU Kabupaten/
Kota itu disepakati setelah
Wakil Menteri Dalam Negeri
John Wempi Wetipo mewakili
Pemerintah  menyampaikan
daftar inventarisasi masalah
(DIM) terkait RUU tersebut ter-
lebih dahulu.

Adapun DPD Rl menyam-
paikan pandangannya secara
tertulis kepada Komisi 1T DPR
RIL Saat memberikan penjelas-
an di awal, Wakil Ketua Komisi
Il DPR RI Syamsurizal menje-
laskan bahwa urgensi pemben-
tukan 26 RUU Kabupaten/Kota
itu dikarenakan dasar hulum
pembentukan sebagian besar
provinsi dan kabupaten/kota

dibuat pada masa Permerintah-
an Republik Indonesia Serikat
dan masih berdasarkan pada
Undang-Undang Dasar Se-
mentara (ITUDS),

“Untuk itulah penyesuaian
dasar hukum pembentukan
provinsi, kabupaten dan kota,
diperlukan untuk menyelar-
askan dengan konsep otono-
mi daerah dan perkembang-
an ketatanegaraan Indonesia.
Langkah ini diambil untuk me-
mastikan bahwa pembentukan
daerah-daerah tersebut sesuai
dengan kerangka hukum yang
berlaku saat ini yaitu UUD 1945
dalam konteks NKRI" katanya.

Dia mengatakan 26 RUU
Kabupaten/Kota yang terdir
dari tiga bab itu juga dirancang
untuk mengakomaodir dinami-
ka sosial ekonomi dan politik
di setiap kabupaten/kota ter-
sebut.

Karakteristik Daerah
Selain itu, tambah dia, 26
RUNT Kabupaten/Kota itu telah

memberikan pengakuan terha-
dap karakteristik masing-ma-
sing kabupaten,/kota yang ada
dengan ciri geografis, potensi
sumber daya alam, serta suku
dan budaya.

Ke-26 RUU tentang Kabu-
paten/Kota vyang diusulkan
Komisi IT DPR itu terdiri atas
wilayah di Provinsi Kepulauan
Riau (Kepri), yaitu Kabupaten
Bintan. Kemudian, di wilayah
Provinsi Lampung, yaitu Ka-
bupaten Lampung Selatan, Ka-
bupaten Lampung Tengah dan
Kabupaten Lampung Utara.

Lalu, wilayah di Provin-
si Jambi yaim, Kabupaten
Batanghari, Kabupaten Kerin-
ci, Kabupaten Merangin, dan
Kota Jambi. Selanjutnya, di wi-
layah Provinsi Riau yaitu, Ka-
bupaten Kampar, Kota Pekan-
baru, Kabupaten Bengkalis,
dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Berikutnya, wilayah di Pro-
vinsi Sumatera Barat yaitu,
Kabupaten Lima Puluh Kota,
Kabupaten Padang Pariaman,

Kabupaten Sijunjung, Kabu-
paten Tanah Datar, Kota Bukit-
tinggi, Kota Sawahlunto, Kota
Solok, Kabupaten Agam, Kabu-
paten Pasaman, Kabupaten Pe-
sisir Selatan, Kabupaten Solok,
Kota Padang Panjang, Kota
Padang, dan Kota Payakumbuh

Sebelumnya pada 28 Maret
2024, Rapat Paripurna DPR Rl
ke- 14 Masa Persidangan IV Ta-
hun Sidang 2023-2024 menye-
tujui 26 RUTT tentang Kabupa-
ten/Kota yang diajukan Komisi
II DPR Rl menjadi RUU usul
DPR RI.

Adapun Komisi II DPR RI
telah lebibh dula menyelesai-
kan penyesuaian dasar hukum
pembentukan 20 provinsi yang
ada di Indonesia. Kemudian,
27 RUU tentang Kabupaten/
Kota di Provinsi Aceh, Provinsi
Sumatera Utara, dan Provin-
si Kepulauan Bangka Belitung
juga telah disetujul menjadi
undang-undang dalam Rapat
Paripurna DPR Rl pada 4 Juni
2024, = Ant/S-2



